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PENETAPAN
Nomor 253/Pdt.P/2017/PA.Buk.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNGKU
memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/ltsbat

Nikah yang diajukan oleh:

Arham bin Nursi. T, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT
Ana, Pendidikan SLTP, alamat Desa Towara, Kecamatan
Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara Pemohon |

Musliati binti Abdullah, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan
Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa
Towara, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali

Utara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka

sidang;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku nomor
253/Pdt.P/2017/PA.Buk., tanggal 25 Oktober2017 mengemukakan hal-hal
sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 14 April 1997, Pemohon | dan Pemohon |
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Towara,
Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, dan sampai saat ini
Pemohon | dan Pemohon Il masih berstatus suami istri;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka dalam
usia 27 tahun, dan Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 16 tahun

pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Il
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bernama Abdullah dan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama
Mustamin Tonga serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama
Darmin dan Matalata dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000,-
(sebelas ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon | kepada
Pemohon I

3. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat
dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak
bernama : 4.1 Faizal, umur 19 tahun;

4.2 Moh. Ammar, umur 10 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut dan
selama itu pula Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai
kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak
terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, dengan alasan
petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon | dan Pemohon Il ternyata
lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il kepada
KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon | dan Pemaohon I
membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan
hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon | dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada
Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon |
dengan Pemohon Il yang terjadi pada tanggal 14 April 1997;

8. Pemohon | dan Pemohon Il sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon Il mohon

agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
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mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya

sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Arham bin Nusri. T)
dengan Pemohon I (Musliati binti Abdullah) yang telah dilaksanakan
pada tanggal 14 April 1997 di Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur,
Kabupaten Morowali Utara;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dengan Pemohon Il untuk mencatat
pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman
Pemohon | dan Pemohon Ii;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat
terkait permohonan isbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi

Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat
permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. ArhamNIK 7206030410700003,
yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Morowali Utara, tanggal2 Juni2017. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan
dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup
dan telah di nezegelin(bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda  Penduduk (KTP) an. Musliati, NIK
7206036808810004, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Morowali Utara, tanggal2 Juni 2017. Bukti tersebut diperiksa
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dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya,
bermeterai cukup dan telah di nezegelin(bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206031110120148, yang diterbitkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali Utara,
tanggal 21 April 2016. Bukti tersebut telah dococokkan dengan aslinya
ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin(bukti P.3);Bahwa,
disamping bukti surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi
sebagai berikut:

1. Ali Sugianto bin Ali Lutfi, memberikan keterangan dibawah sumpahnya
yang pada pokoknya sebagai berikut :

e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il karena
saksiadalahiman desa Towara;

e Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami-istri yang menikah
pada tanggal 14 April 1997 di Desa Towara,Kecamatan Petasia Timur,
Kabupaten Morowali Utara;

e Bahwa Pemohon | dan Pemohon |l dinikahkan oleh Imam Desa
bernama Mustamin Tonga dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Il
bernama Abdullah;

e Bahwa, saksi pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il yaitu Darmindan
Matalatadengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000,-
(sebelasriburupiah) dibayar tunai;

e Bahwa Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il berstatus perawan;

e Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan nasab dan tidak
sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum
islam maupun menurut undang-undang yang berlaku ;

e Bahwa sejak Pemohon | dan Pemohon Il menikah hingga sekarang ini
tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan
Pemohon | dan Pemohon Il.

e Bahwa sampai sekarang ini Pemohon | dan Pemohon Il masih suami
istri dandikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Faizal, umur 19 tahun,
dan Moh. Ammar, umur 10 tahun;

e Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il hingga sekarang belum pernah

bercerai dan masih beragama islam;
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e Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah
untuk memperoleh buku nikah;

2. HamlanbinMasjude, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang
pada pokoknya sebagai berikut:

e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il karena
saksiadalahsepupu satu kali Pemohon II;

e Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami-istri yang menikah
pada tanggal 14 April 1997 di Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur,
Kabupaten Morowali Utara;

e Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dinikahkan oleh Imam Desa
bernama Mustamin Tonga dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Il
bernama Abdullah;

e Bahwa, saksi pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il yaitu Darmindan
Matalatadengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas
ribu rupiah) dibayar tunai;

¢ Bahwa Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il berstatus perawan;

e Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan nasab dan tidak
sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum
islam maupun menurut undang-undang yang berlaku ;

e Bahwa sejak Pemohon | dan Pemohon Il menikah hingga sekarang ini
tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan
Pemohon | dan Pemohon II.

e Bahwa sampai sekarang ini Pemohon | dan Pemohon Il masih suami
istri dandikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Faizal, umur 19 tahun,
dan Moh. Ammar, umur 10 tahun;

e Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il hingga sekarang belum pernah
bercerai dan masih beragama islam;

e Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah
untuk memperoleh buku nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi

mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala
hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan
perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah Pemohon adalah tentang
pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa ijin dari
Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para
Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Bungku dan
karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (¢) Kompilasi Hukum
Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para

Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon
Hakim menilai bahwa Pemohon | telah menikah dengan Pemohon Il pada
tanggal 14 April 1997 di Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur,dengan wali
nikah ayah kandung Pemohon Il bernama Abdullah dan disaksikan oleh dua
orang diantaranya adalah Darmindan Matalatadengan mas kawin berupa uang

sebesar Rp. 11.000,- (sebelas riburupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan bukti surat berkode P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua)

orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2Kartu Tanda Penduduk (KTP)
an. Arham NIK 7206030410700003dan an. Musliati, NIK
7206036808810004,yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Morowali Utara,tanggal 2 Juni 2017serta P.3 (Fotokopi Kartu
Keluarga) = Nomor  7206031110120148yang  diterbitkan  oleh  Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali Utara,tanggal 21 April
2016yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
bukti tersebut merupakan akta otentik sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1868 KUH
Perdata sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat Sugianto materiil, serta
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mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukii

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi | para Pemohon Alibin Masno), sudah
dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana

diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4dan 5 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai
saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il karena saksiadalahimam Desa
Pemohon II,Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami-istri yang menikah pada
tanggal 14 April 1997 di Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten
Morowali Utara, Pemohon | dan Pemohon Il dinikahkan oleh Imam Desa
bernama Mustamin Tonga dengan wali nikah ayah kandung Pemohon |l
bernama Abdullah, saksi pernikahan Pemohon | dan Pemohon |l yaitu
Darmindan Matalatadengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000,-
(sebelas ribu rupiah) dibayar tunai, Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon I
berstatus perawan,Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan nasab dan
tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum
islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, sejak Pemohon | dan
Pemohon Il menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang
keberatan atas pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il, sampai sekarang ini
Pemohon | dan Pemohon Il masih suami istri dandikaruniai 2 (dua) orang anak
bernama Faizal, umur 19 tahun, dan Moh. Ammar, umur 10 tahun, Pemohon |
dan Pemohon Il hingga sekarang belum pernah bercerai dan masih beragama
islam,para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk
memperoleh buku nikahadalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal
308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Il para Pemohon (Hamlan bin Masjude),
sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.Bg. dan pasal 175
R.Bg;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai
saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il karena saksiadalahsepupu satu
kali Pemohon |,Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami-istri yang menikah
pada tanggal 14 April 1997 di Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur,
Kabupaten Morowali Utara, Pemohon | dan Pemohon Il dinikahkan oleh Imam
Desa bernama Mustamin Tonga dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II
bernama Abdullah, saksi pernikahan Pemohon | dan Pemohon | yaitu
Darmindan Matalatadengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000,-
(sebelas ribu rupiah) dibayar tunai, Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon i
berstatus perawan,Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan nasab dan
tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum
islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, sejak Pemohon | dan
Pemohon Il menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang
keberatan atas pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il, sampai sekarang ini
Pemohon | dan Pemohon Il masih suami istri dandikaruniai 2 (dua) orang anak
bernama Faizal, umur 19 tahun, dan Moh. Ammar, umur 10 tahun, Pemohon |
dan Pemohon Il hingga sekarang belum pernah bercerai dan masih beragama
islam,para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk
memperoleh buku nikahadalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal
308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-
bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas,
Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya

sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon | telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon i
yang dilangsungkan pada tanggal 14 April 1997 di Desa Towara,
Kecamatan Petasia Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Il
bernama Abdullahdan disaksikan oleh dua orang diantaranya adalah
Darmindan Matalatadengan mas kawin berupa uang sebesarRp. 11.000,-

(sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;
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2. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut tidak ada hubungan
muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan
perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau
tidak dalam masa iddah orang lain;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon | dengan
pemohon Il telahdikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh
fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon | telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon Il yang
dilangsungkan pada tanggal 14 April 1997 di Desa Towara, Kecamatan
Petasia Timur;

2. Pemohon | dengan Pemohon Il tidak terdapat adanya larangan perkawinan
baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

3. Selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon | dengan pemohon I
telah dikaruniatiga orang anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di
atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut
telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada
pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan
Pemohon | dengan Pemohon Il telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka
dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-
undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam
sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syari berupa
Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang
berbunyi :

Jac bl 3 Ja ¥ Ay

Artinya;
" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan

dua orang saksiyang adil"
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang
dilaksanakan pada tanggal 14 April 1997 di Desa Towara, Kecamatan
PetasiaTimur, ditetapkan keabsahannya dipandang telah mempunyai cukup
alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 2 ayat (2) Undang-undang
nomor 1 tahun 1974, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk
mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama
Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para
Pemohon.

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun
2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon i

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Arham bin Nursi. T)
dengan Pemohon II (Musliati binti Abdullah) yang telah dilaksanakan
pada tanggal 14 April 1997 di Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur,
Kabupaten Morowali Utara;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohom Il untuk mencatatkan
perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
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Demikian ditetapkan pada hari iniSenin, tanggal 13 Nopember 2017
Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1439 Hijriyah oleh kamiH. Abdul
Muhadi, S.Ag. M.H.sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dengan dibantu
oleh Hj. Sukirah, S.Ag. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon | dan

Pemohon Ii;

Panitera, Hakim Tunggal,

Hj. Sukirah, S.Ag. H. Abdul Muhadi, S.Ag., MH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 200.000,-
4. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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